
 

 

BAB I 
 

1.1. SEJARAH SINGKAT KANOR 

  

 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Selatpanjang yang 

dahulunya adalah Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL).ADPEL selaku 

penangung jawab tunggal dan umum, ADPEL melaksanakan dua fungsi, 

pemerintahan 

dan pengusahaan di pelabuhan. Konkretisasi kewenangan ADPEL sebagai penangung 

jawab tunggal dan umum di nyatakan dengan keputusan Presiden No. 44 Tahun 1985 

tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama 

yang 

mengatur antara lain pasal 1 dan 2, bahwa: 

 

Pasal 1 ayat (1) untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja 

pelabuhan laut utama, administrator pelabuhan adalah penanggung jawab dan 

pimpinan utama atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja 

pelabuhan utama; ayat (2) administrator pelabuhan berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada menteri perhubungan. 

  

Pasal 2 ayat (1) administrator pelabuhan mengendalikan kelancaran tugas pelayanan 

di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) instansi pemerintah, unit kerja 

dan badan usaha milik Negara yang kegiatanya berada di daerah lingkungan kerja 

pelabuhan utamadalam melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada administrator 

pelabuhan dalam arti : 

 a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada administrator pelabuhan; 

 b. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti 

 administrator pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut. 



 c.Kemudian, perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan menjad  

    Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara 

komersil didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan kini memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum 

dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di 

pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan 

pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 

 

1.2. VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

 

 VISI 

 Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, 

efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai 

infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

 MISI 

 

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka 

memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan 

dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya 

guna; 

2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan 

berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing 

global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang 

berwawasan nusantara; 



3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan 

pelabuhan; 

4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan 

nusantara; 

5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah 

melalurestrukturisasi dan reformasi peraturan 

 

 

1.3. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN 

OTORITASS PELABUHAN 

 Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang 

akan 

dilakukan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penempatan 

hubungan antara unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang dapat bekerja 

secara 

efektif untuk mencapai tujuan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

IV Selatpanjang mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam 

melaksanakan tugas pokok. 

 Bagan Struktur organisasi dari KSOP Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut: 
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